










     Fenomena perempuan bekerja kasar bukan hal yang baru di Indonesia. Sosok perempuan yang menggeluti pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik seperti pemikul barang, kuli bangunan, pekerja perbaikan jalan, tukang becak, tukang parkir, dan supir angkutan umum sudah jamak dijumpai di masyarakat. Sebagai contoh, di Bali dan Lombok, banyak perempuan yang menjadi kuli panggul pasir, buruh kasar pada perbaikan jalan, dan pengatur lalu lintas saat perbaikan jalan (Hadiyat, 2012). 
     Buruh bangunan merupakan salah satu jenis pekerjaan kasar. Pada kalangan masyarakat umum keberadaan buruh bangunan identik dengan pekerjaan sektor keras yang mayoritas adalah pekerjanya laki-laki. Dewasa ini tidak jarang dijumpai perempuan yang terlibat dalam pembangunan sebuah gedung sebagai buruh bangunan (Melati, Zaika & Budio, 2011). Keberadaan perempuan buruh bangunan bukan lagi hal yang baru, namun sebagian masyarakat masih kurang menerima perempuan yang bekerja sebagai buruh bangunan. Zakiyah (2010) memaparkan sebagian masyarakat memandang bahwa perempuan tidak pantas bekerja sebagai buruh bangunan. Pandangan tersebut didasarkan oleh perbedaan gender yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, sehingga pekerjaan kasar tidak layak untuk perempuan. 
     Fenomena perempuan buruh bangunan mayoritas terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah. Keterbatasan ekonomi yang menjadi latar belakang yang paling dominan terhadap keputusan perempuan untuk memilih pekerjaan kasar (Melati, Zaika & Budio, 2011). Abdullah (Dewani, 2008) menyatakan bahwa faktor kemiskinan mendorong banyak perempuan memiliki keinginan untuk bekerja. 
     Bank Dunia melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sekitar 100 juta jiwa (Djumena, 2010). Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per bulan yang mencukupi makanan setara dengan 2100 kalori per kapita/hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, yaitu: perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Berdasarkan indikator tersebut, angka kemiskinan di Kota Makassar akhir 2011 sebesar 71.675 jiwa dari 1.352.136  (​http:​/​​/​makassarkota.bps.go.id​/​index.php​/​en​/​berita-statistik​/​99-perkiraan-penduduk-makassar​) jumlah penduduk (BPS Makassar, 2013). 
     Alasan lain yang mendorong perempuan untuk bekerja adalah keinginan  untuk hidup mandiri (mampu menghasilkan dan mengelola uang sendiri). Beberapa kasus kekerasan suami dalam rumah tangga (KDRT) yang mengemuka di masyarakat dipicu oleh pemenuhan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga yang diminta oleh istri. Sebagai contoh kasus, seorang suami memukul istri dengan batu bata saat istri meminta uang belanja (Posmetro, 2011).
     Pilihan untuk bekerja sebagai pekerja kasar khususnya buruh bangunan bukan pilihan yang menyenangkan bagi perempuan atau istri. Perempuan sebagai buruh bangunan menghadapi beberapa risiko dalam pekerjaannya. Keselamatan kerja, kesehatan pribadi, dan hubungan dengan keluarga serta tetangga merupakan risiko yang harus dihadapi perempuan buruh bangunan (Affandy, 2012). 
     Elok (2009) menjelaskan bahwa lingkungan pekerjaan buruh bangunan tergolong berisiko tinggi, berpotensi untuk menimbulkan stres kerja dan dapat memengaruhi kondisi psikologis buruh bangunan. Stres kerja yang dialami perempuan buruh bangunan memengaruhi kinerjanya dan memiliki potensi menimbulkan kecelakaan kerja atau merusak kondisi kesehatan. 
     Kamri (2012) memaparkan bahwa dalam lingkungan kerja buruh bangunan terdapat berbagai faktor bahaya. Faktor tersebut dapat merusak kondisi kesehatan, produktivitas tenaga kerja, bahkan kematian akibat kecelakaan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah faktor fisik (suhu, kebisingan, iklim, radiasi, penerangan, dan getaran), faktor kimia (gas, partikuat, dan cairan), faktor biologi (virus dan bakteri), dan faktor ergonomi (cara kerja, posisi kerja, dan beban kerja). 
     Kondisi lain yang kurang menguntungkan yang dialami perempuan pekerja kasar adalah, besaran upah yang diterima lebih rendah daripada pekerja kasar laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai dengan 80% dari upah yang biasanya diterima laki-laki. Selain itu, perempuan yang bekerja sebagai buruh bangunan tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti, 2004).
     Baron dan Norris (dalam Abidin, 2011) menyatakan bahwa ada segragasi kerja atas dasar jenis kelamin yang cukup ketat. Laki-laki umumnya menempati pekerjaan yang lebih stabil, upah lebih tinggi, dan dikategorikan sebagai pekerja terampil, misalnya memasang genteng, memasang tegel, dan memasang batu bata. Sebaliknya perempuan umumnya menempati pekerjaan yang tidak stabil, upah lebih rendah, dan dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil, misalnya mengangkat pasir, mengangkat batu, dan menggali.   Dengan demikian, perempuan mendapatkan diskriminasi di masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan baik dalam menduduki suatu pekerjaan maupun dalam memperoleh penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang sama (Abidin, 2011). 
     Pada setiap usaha perempuan memenuhi kebutuhan hidupnya, perempuan mendapatkan pengalaman. Pengalaman tersebut dapat berupa pengalaman yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, yang selanjutnya akan menimbulkan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan pada individu. Kebahagiaan dan tidak kebahagiaan itu sering disebut dengan psychological well being atau kesejahteraan psikologis (Halim & Atmoko, 2005).
     Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai buruh bangunan bagi perempuan di Kota Makassar merupakan fenomena yang perlu mendapatkan perhatian. Mengingat bahwa perempuan-perempuan yang menjadi buruh bangunan tersebut adalah perempuan yang menyandang peran sebagai seorang ibu, istri, dan bagian dari keluarga. Perempuan tersebut juga harus bersosialisasi dengan lingkungan sosial.
     Elok (2009) menjelaskan dalam hasil temuannya bahwa setiap dimensi psychological well-being pada laki-laki yang bekerja sebagai buruh bangunan skornya tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa laki-laki memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dan merasa bahagia, serta nyaman akan dirinya sendiri walaupun mempunyai pekerjaan yang berisiko tinggi. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana kondisi psychological well-being para perempuan, jika ditinjau dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan.
     Psychological well-being adalah variabel yang berfungsi untuk mengukur kesejahteraan psikologis (well-being) individu dalam hidupnya yang didasarkan pada enam dimensi, yaitu keadaan individu yang mampu menerima dirinya sendiri (self-acceptance), individu mampu untuk menguasai lingkungannya, individu mampu untuk bersifat otonomi, kemampuan individu menciptakan hubungan positif dengan individu lain, pertumbuhan pribadi yang dimiliki individu, dan individu memiliki tujuan dalam hidupnya (Ryff, 1989). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran Psychological well-being perempuan buruh bangunan.
B.	Fokus Penelitian 
     Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian mengacu pada pertanyaan tentang bagaimana gambaran psychological well-being perempuan buruh bangunan.
C.	Tujuan penelitian
     Berdasarkan fokus kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami gambaran psychological well-being perempuan buruh bangunan.
D.	Manfaat penelitian
1.	Manfaat teoretis
a.	Menjadi tambahan referensi mengenai psychological well-being perempuan buruh bangunan.
b.	Dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang meneliti hal yang terkait dengan penelitian ini.
2.	Manfaat praktis
a.	Mengungkap mengenai psychological well-being perempuan buruh bangunan.
b.	Memberikan informasi kepada suami mengenai perasaan istri yang menggeluti pekerjaan sebagai buruh bagunan dan waktu istri yang tersita dengan menjadi buruh bangunan.
c.	Menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan perempuan buruh bangunan.  
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